BAB I ’
TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Negara, Asas-Asas Penyelenggaraan

Negara, Pelayanan publik Dan Citizens Charter

A. Peran Masyarakat Sipil (Civil Society) dalaﬁx penyelenggaraan negara

Secara konseptual dan strategis, terdapat 4 (empaf) pilar reformasi
vang semestinya menjadi acuan dalam pembaharuan politik, ekonoml, sosml dan
lain-~lain, termasuk pembahaman d1 bldang hukum. Pertama, mewujudkan kembali
pelaksanaan demokrasi dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dalam demokrasi, rakyat adalah sumber dan sekaligus yéng
bertanggung jawab mengatur dan mengurus diri mereka sendiri. Setiap kekuasaan
harus bersumber dan tunduk pada kehendak dan kemauvan rakyat. Kedua,
mewujudkan kembali pelaksanaan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum.
Hukum adalah penentu awal dan akhir segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi setiap orang.
Ketiga, pemberdayaan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain,
schingga terwujud kehidupan masyarakat yang mampu menjalankan tanggung
jawab dalam bermasyarakat, berbahgsa dan bernegara. Keempat, mewnjudkan
kesejahteraan umum dan sebesar-i)esamya kemakmuran atas dasar keadilan sosial
bagi seluruh rakyat.*

Tinjauan atas konsepsi masyarakat yang demokratis di Indonesia akan

* Bagir Manan, “Kata Pengantar” dalam Buku Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim,
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menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menelaah nilai-nilai demokratis
di dalam UUD 1945 hasil Amandemen yang terwujud dalam pengakuan serta
adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara, baik
secara-individu maupun kelompok. Di samping itu, pendekatan sosio yuridis
sebagai salah satu cara untuk membantu uraian pembahasan atas dinamika
sosial masyarakat Inc_lonesia yang sedang berkembang sepanjang tahun 1998-
2002.

Reformasi politik yang bérgulir sejak pertengahan t.ahun 1998
membawa angin segar berbagai perubahan struktur sosial negeri Indonesia.
Salah satu tuntutan perubahan yang berlangsung. secara pasif adalah tuntutan
demokratisasi bagi segala sektor kehidupan sosial bernegara, Tuntutan dan
upaya demokratisasi berlangsung dalam dua lapisan ketatanegaraan Indonesia,
yakni: demokratisasi kekuasaan pada suprastruktur politik negara yéng
meliputi sistem pemerintahan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sebagai
penvelenggaraan negara. Upaya mendorong pembangunan demokratisasi pada
infrastruktur pohtlk negara yang mencakup lapisan tatanan sosial masyarakat
sipil.

Dengan demikian, laju pertumbuhan dan pergeseran kekuasaan negara
meﬁuju demokrasi siétem politik ketatanegaraan merupakan prakondisi bagi
pembangunan infrastrukiur négara dalam ranah tatanan sosial kehidupan

masyarakat. Maka keutuhan pengkondisian yang mencakup sistem politik
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Hikam, konsolidasi demokrasi di negara-negara pasca otoriter pada umumnya
sebagai proses panjang revitalisasi dan pemberdayaan m-asyarakat sipil.5
Salah satu produk hukum sebagai sarana penunjang bagi terbentuknya
masyarkat sipil ialah lahimmya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merubah sistem pemerintahan yang
berkarakter top down | menjadi karakter botfom up. Meminjam ‘pengertian
demékratisasi dari Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa demokratisasi pertama-
tama harus diartikan sebagai upaya mallxpun. p1:oses yvang hendak mengatasi.
batasan-batasan .dislq‘iminasi, schingga kian banyak warga negara dan
golongan atau lapisan masyarakat akan dapat berpartisipasi ke dalam urusan-
urusan publik dan pemerintahan.
Dengan tujuén mendorong lahir, -berkembang dan penyerapan yang
-lebih luas partisipatif serta aspirasi rakygt pada tingkatan lokal (daerah).
Bentuk partisipatif dan aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijakan (institusi)
pemerintahan mnengarah pada -kesadaran masyarakat dalam proses
p_engambilan dan pelibatan pelaksanaan kebijak_an 'yan‘g; bersifat publik, baik
pada tingkatan daerah maupun di tingkatan skala nasional.
Schingga dalam merubah warisan kultur masyarakat bersifat
otoritarian yang terbawa dalam era menuju ﬁembanglman forniat masyarakat
demokratis adalah perubahan sosial budaya masyarakat yang harus (iilihat

berdasarkan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

3 Media Indonesia, 21 Juni 2001
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Berangkat dart pemikiran yang menelusuri pergumulan peradaban masyarakat
di barat dalam upaya mengurangi peranan | negara terhadap kehidupan
masyarakat. Kebutuhan pemaknaan kembali peran dan fungsi proses
transformasi sosial yang cukup panjang dalam format demokratisasi bagi
masyarakat sipil yang berkemandirian berswasembada dan otonom. Menurut
Eisenstadt dalam membangun demokratisasi sosial masyarai(at haruslah
memiliki 4 komponen tertentu (dalam kctatanégaraan) sebagai syarat adanya
civ::l society yaitu: 1) otonomi, 2) akses masyarakat terhadap lembaga negara,
3) arena publik yang bersifat otonom, dan 4) arena publik tersebut .terbuka
bagi semua lapisan masyarakat.’

Prasyarat adanya transformasi sosial yang dilatari oleh perkemban:gan
peradaban modernitas dari kultur masyarakat agraris berganti menjadi tatanan
sosial masyarakat industrialis, Dalam konteks Indonesia transformasi tatanan
masyarakat modern yang tak tuntas telah terjadi dalam masa pemerintahan
Orde Baru. Hal ini tampak di beberapa dacrah-daerah di Indonesia telah lama
mengalami modernisasi dan keberadaannya sendiri tidak daﬁaﬁ -dilepaskan
begitu saja dari kebijakan negara atas peruBa]:gan dan ekspansionis modal, baik
domestik maupun internasional. Pembenttﬂén kota-kota satelit industri di
beberapa wilayah Indonesia merupakan bukti upaya perubahan masyarakat
feodalistik menuju masyarakat industrialis. Akan tetapi, ketidakmerataan dan

ketidakadilan akan akses politik dengan konsep masa mengambang dan sistem




perekonomian yang dibangun bercorak kapitalisme rente.® Sehingga format
hubungan antara penyelengara negara dengan masyarakat lebih merupakan
format top down. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan yang lahir selalu
berasal dari atas inisiatif ataupun penafsiran para pemegang kebijakan.

. Ironisnya formasi struktur kehidupan sosial kenegaraan ini, terbingkai dalam
konsep demokrasi Pancasila dan praktek negara hukum yang serba akal-
akalan.

Di masa reformasi (Indonesia) posisi kekuasaan negara melemah akan
tetapi bukan berarti rezim pemerintahannya akan terus melemah.
Kemungkinan akan tercapainya konsolidasi sebuah rezim baru yang solid akan
melahirkan pembalikan tatanan sosial masyarakat demokratis yang masih
muda menjadi tatanan sediakala. Seperti halnya dikatakan M. AS Hikam
dalam menguraikan realitas perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia
pada pertengahan tahun 2001. Menurut pendapat M. AS Hikam, pemunculan
kembali militer dan nuansa militerisme dalam blantika politik tentu akan
sangat berpengaruh bagi upaya pembangunan masyarakat sipil. Fenomena ini -
akan mengandung kemungkinan terpangkasnya proses pemberdayaan
masyarakat sipil yang mem;;akan sebuah elemen' terpentiné dalam proses
demokratisasi (ketatanegaraan) di Indonesia.” Untuk itu, kebutuhan bangunan
kultur de_mokratis dalam tata sosial masyarakat menjadi sangatlah penting.
Kultur demokratis diarahkan sebagai pelapisan watak dan sifat masyarakat

Indonesia. Singkatnya, kultur demokratis akan terkondisikan pada dinamika

8 Arief Budiman, Negara Dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan,
Yayasan Padi dan Kapas, tanpa nama kota, 1991, hlm. 70-71
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ketatanegaraan tingkat lokal dan mengarah pada unjfikasi kultural ~demokrasi
dalam skala nasional dj dalam pola relasi hubungan antara negara dengan
rakyat.

Secara harfiah, menurut M. Dawam_ Rahardjo, civif society adalah
terjemahan dari istilah latin, civilis society yang pengetiannya mengacu pada
gejala budaya perorangan dan masyarakat. Konsepsi masyarakat sipil disebut
juga sebagai sebuah masyarakat politik (polmcal sociefy) yang memiliki kode

hukum sebagai dasar pengaturan hidup kebéradaan hukum yang mengatur

kota. Dalam kehidupan kota, penghuninya telah menundukkan hidupnya di
bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (civil law) sebagm dasar dan yang
mengatur kehidupan bersama_ 1
Upaya pembangunan tatanan masyarakat Indon;sia yang ‘demokratis
dalam era reformasi, tidaklah dapat dilepaskan dari gagasan civil society.
Konsep civil society ‘lahir dari keadaan membagi struktur negara diantara
- masyarakat dengan penyelenggaraan negara, Singkatnya, civil society meliputi
k;:)mponen kelompok—kelompok sosial m&yﬁakat yakni, swasta, masyarakat
dan kewajibannya dijamin atas paham konstitusionalisme dalam bingkai
negara (demokratls) yang meresap dalam nilai-nilai aturan konstitusi-negara,
Sebab dalam pemahaman konstitusionalisme diartikan terjadinya proses

kontrak sosial antara penguasa (peﬁyelenggara negara) dengan kalangan yang

M. Dawam Rahardjo, Sejarah Agama dan Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

2000, hlm. 18




15

dikuasai (rakyat). Maka konstitusi yang terbentuk, salah satunya memuat
adanya jaminan hak-hak bagi rakyat.
Menurut pandangan Soetandyo Wignjosoebroto tujuan dari perubahan
UUD: 1945 merupakan pengakomodasian gagasan h‘aic—hak sipil dan politik
bagi warga neg;a.ra." Dalam lingkup hak-hak sipil (the civil rights) meliputi
hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan Pasal 27
ayat (1), hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak Pasal 27 ayat (2) dan
juga Pasal 33 ayat (2) serta ayat (3), hak atas pendiéiikan dalam Pasal 31 ayat
(1) dan (2). Sedangkan hak-hak politik (the political rights) yang meliputi
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. .
Konsitusi sebagai desain utama dan terpokok dari keseluruhan sistem
| aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara
di dalam satu suatu negara. Senafas dengan pandangan Soctandyo
sebelumnya, Jimly Asshiddigie mengatakan bahwa hukum dan konstitusi di
‘suatu negara haruslah menjadi sesuatu yarig hidup dalam praktek kehidupan
bernegara sehari-hari. Dari sinilah klta dapat - meyakini pr_insip “the rule of
Jaw” atau prinsip supremasi hukum (supremacy of law) dapat benar-benar |
diwujudkan dalam kenyataan. Jika tidak, niscaya prinsip “the rule of law” dan
“supremacy of law” itu hanya menjadi jargon atau slogan kosong belaka. 12
Dalam konteks Indonesia, konsepsi masyarakat demokratis yang

didesain dalam berbagai konsep masyarakat sipil ataupun masyarakat madani

1 goetandyo Signjosoebroto, 2002, Op. Cit, him. 497-498
12 Republika, 29 Maret 2001
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telah mendapat ruang kelahiran dan pertumbuhannya. Setelah’ reformasi
sebagai momenturn, untuk bagaimana membangun format negara dan
masyarakat yang seimbang dan saling mengisi antara negara dan masyarakat.
Akan tetapi, demokratisasi dalam tatanan masyarakat tidaklah serta merta
menghilangkan persoalannya secara otoritas. Sebab, keberadaan masyarakat
sipil sekali lagi harus berhadapan dengan kekuatan rezim pasar yang
berorientasi pada kepentingan akumulasi modal yang selama perjalanan
peradaban umat mmmia akan memunculkan sifat anti demokrasi, ketika area
ekonomi mengalami krisis. Dalam hal ini menurut MH. Nurul Huda, civil
sociely secara ideal harus berhadapan via negara. Bahkan, setelah inipun tidak
cukup, tantangaﬁ baru bagi civil soclety hadir dalam wujudnya yang sopan
namun Jebih ganas, kapitalisme global.
B. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan negara
Pergeseran konsepsi nachwachtersstaat (negara peronda) ke konsepsi
welfare state, membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah.
Pada konsepsi nachwachtersstaat berlaku prinsip staatsont_hounding yaitu
pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat.-Pemerintah bersifat ﬁasif, hanyz‘l sebagai penjaga keterfiban dan
keamanan masyarakat, sementara pola konsepsi welfare state, pemerintah
diberi kewajiban untuk mewujudkan bestuurazorg (kesejahteraan umum),
yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur

tangan (staatsbemoeienis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.
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masyarakat.’Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah ini
harus didasarkan pada peraturan p;erundang-undangan yang berlaku sebagai
perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.
Akan tetapi diberi Freies Ermessen, yaitu kemerdekaan untuk dapat bertindak
atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.’* Freies
Ermessen (diskresionare) merupakan salah satu sarana yang memberikan
ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk
melakukan tindakan ;canpa harus terikat sepenuhnya pada undansc,r—undang.'_5
Dalam praktek, Freies Ermessen ini membuka peluang terjadinya benturan
kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Pemerintah dalam
menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan:tujuan negarr;l
melalui pembangunan, tidak berarti dapat bertindak semena-mena, melainkan
sikap tindak itu ﬁmslah dipertanggungjawabkan. Artinya meskipun
intervensi pemerintah dalam kehidupén warga negara merupakan kemestian
dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan
keadilan. Konsepsi negara hukum mengindikasikan ekwilibrium antara hak -
dan kewajiban. Salah satu sarana untulhi menjaga ekuilibrium adalah melalui
peradilan administrasi, scbagai peradilan khusus yang berwenang- dan
menyelesaikan sengketa _.antara pemerintah dengan warga negara. Salah satu

tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemexjintah itu sejalan dengan

P Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.179

1 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988,
hlm. 30

5 Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan
Pel aksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi
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negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum
pemerintahan yang layak. 16

Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan
pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah
diberi wewenang untuk campur. tangan dalam segala lapangan kehidupan
masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak
tanpa bersandar pada perathran perundang-undangan tetapi berdasarkan pada
inisiatif sendiri melalui freies Ermessen, ternyata menimbulkan kekhawatiran
-di kalangan warga negara. Karena dengan freies Ermessen muncul peluang
terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam
bentuk onrechtmatig overheidsdaad, deteournement de pouﬁoir, maupun
dalam bentuk willekeur, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan
tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga
negara. o

Di -kalangan penulis HAN di Indonesia térdépat perbedaan
penerjemahm; algemene beginselen van behoorlijk  bestuur terutama
menyangkut kata beginselen dan behoorlijk. Kata beginselen ada yang
menerjemahkan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar dan asas-asas. Sedangkan

kata behoorlijk diterjemahkan dengan yang sebaiknya, yang baik, yang layak
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bestuur menjadi prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau asas-agsas umum
pemerintahan yang baik atau yang sebaiknya.

_Pemahaman terhadap AAUPL (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Layai() dalarﬁ penyelenggaraan negara tidak dapat
dilepaskan dari konteks kesejarahan, di samping dari segi kebahasaan. Hal ini
karena asas ini muncul dari proses sejarah, sebagaimana tersebut di atas.
Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian AAUPL ini menjadi wacana yang
dikaji dan berkembang di kalang.an para sarjana sehingga melahirkan rumusan
dan interpretasi yang beragam, guna pemahaman awal kiranya diperlukan
pengertian dari konteks kebahasaan dan kesejarahan. Dengan bersandar pada
kedua konteks ini, AAUPL dalam penyelenggaraan negara dapat dipahami
sebagal asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikiank
penyelenggaraan pemerintaban itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat,

" bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penjralahgunaan
wewenang dan tindakan sewer_xang—wenang.” '

Telah disebutkan bahwa AAUPL ini betkembang menjadi wacana
yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAIjPL
mérupakan konsep terbuka (open begrip). Sebagai konseb terbuka, ia akan

. berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini
berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif

maupun aplikatif AAUPL ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara

7 bid, him: 183-184




lainnya atau antara sarjana yang Ssatu dengan lainnya. Berdasarkan

penelitiam.lya, Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPL sebagai berikut:

1. AAUPL merupakan pilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam

- lingkungan hukum administrasi negara,

5. AAUPL berfungsi sebagal pegangan bagi pejabat. administrasi negara
daiammenjalgnkan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi
dalam  menilai tindakan administrasi  negara (yang. berwujud
-penetapm/beschikking), dan'sebagai dasar pengajuan guf_;,atan bagi pihak
penggugat;

3. Sebagian besar dari AAUPL masih rhcrupal;an asas-asas yang tidak
tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktek kehidupan di
masyarakat;

4. Seba,‘gian_‘ asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan
terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari
asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap
sebagai asas hukum.'® |

Sebenarnya menyamakan AAUPL dengan norma hukum tidak tertulis -
dapat menimbulkan salah paham, sebab antara “asas” dengan “norma”

‘terdapat ;ﬁerbedaail. Asas merupakan dasar pemikiran yang umuin dan abstrak,

ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan

e ——

18 [a7im Hamidi, Penerapan Asas-Asas Unmum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak
(AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
him. 24 .
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yang konkret, penjabaran dari ide dan mempunyai sanksi.'” Pada

kenyataannya AAUPL ini meskipun merupakan asas namun tidak semuanya

merupakan pemikiran yang umum dan abstrak dan dalam beberapa hal muncul
sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal
undang-undang, serta mempunyai sanksi tertentu.

Pada awal kemunculannya, AAUPL hanya dimaksudkan sebagai
sarana petlindungan hukum (rechtsbescherming) warga negara dari tindakan
pemerintah yaitu sebagal dasar penilaian dalam peradilah dan upaya
administrasi, di samping sebagai riorma hukl_nn tidak tertulis bagi tindakan
pemerintahan.

Dalam perkembangannya, AAUPL memiliki arti penting dan fungsi
sebagai berikut:

1. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman ;lalam melakukan
penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus
membatasi dan. menghindari kemungkinan administrasi negara
mempergunakan freies Ermessen/melakukan kebijaksanaan - yang jauh.
menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian.
administrasi | negara  diharapkan  terhindar dan perbuatan
onrechtmatigedaad, detournement de pouvoir, abus de droit dan

ultravirus.
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2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPL dapat
dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
53 Undang-Undarig Nomor 5 Tahun 1986.

3. Bagi Hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan
membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atziu'Pej abat TUN
4. Kecuali i_tu, AAUPL tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam
- merancang suatu undang-undang.?

Meskipun belum memiliki sandaran yuridis formal, akan tetapi dalam
praktek peradilan terutama pada PTUN asas-asas ini telah diterapkan,
sebagaimana akan terlihat nanti pada sebagian contoh-contoh putusan PTUN.
Sebenarnya asas-asas ini dapat digunakan dalam praktek peradilan di
Indonesia karena memiliki sandaran dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kchakiman 3 “Pengadilan
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib
untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditega_lskan : “Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat”. Dengan ketentuan pasal ini maka asas-asas ini
memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di

Indonesia.

20 SF Marbun, Mengga!x dan Menemukan Asas—Asas Umum Pemermmhan yang Baik di
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Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik sIndonesia,
asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang yaitu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan format
yang berbeda dengan AAUPL dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum
penyelenggaraan negara, yaitu:
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4, Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

Dalam penjelasan undang-undang tersebut terdapat keterangan sebagai

" berikut; asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang—undaﬁgan, kepatutan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; asas tertib
penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara; asas
kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, asas keterbukaan adalah
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informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan dan rahasia negara; asas proporsionalitas adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara
negara; asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kégiatan; penyelenggara negara harus dapat
-dip_ertanggungjaﬁabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Asas-asas yang tercentum dalam _Undang—Undang Nomor 28 Tahun
1999 térsebut ditujukan untuk para penyelenggara neéa.ra secara kesele,
sementara asas-asas dalam AAUPL pada‘ dasarnya haﬂya ditujukan pada
pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah bestuur pada algemene
beginselen van behdofl;‘jk bestuur, bukan regering "atau overheid, yang
ﬁleggandung arti pemerintah dalam arti luas. Oleh karena ita, dalam kaitannya
der-lgan proses peradilan, asas-asas yang t;r&apat dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan

AAUPL, yang sccara aktual telah dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 lebih merupakan etika dalam penyelenggaraan
kenegaraan, bukan sebagai kaidah hukum.*'

Berkenaan dengan ketetapan (beschikking), AAUPL terbagi dalam dua
bagian yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat
material. Asas-asas yang bersifat formal yaitu asas-asas yang penting artinya
dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu béschikkihg.
Jadi menyangkut segi lahiriah dari beschikking itu, yang meliputi asas-asas
yang ‘berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan,
dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan (motivering) scrta susunan
keputusan. Asas yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan
pemerintah. Termasuk kelompok asas yang bersifat materiall atau substansial
ini adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-
wenang, larangan penyalahgunaan kewenangan.22

Telah disebutkan bahwa AAUPL merupakan konsep terbuka dan lahir
dari proses sejarah, oleh karena itu terdapat rumusan yang beragam mengenai
asas-asas, Meskipun demikian, dalam buku ini tidak dibicarakan mengenai
rumusan yang -beragam tersebut, namun hanya memuat AAUPL yang telah
dirumuskan ;)leh para penulis Indonesia, khusilsnya Koentjoro Purbopranoto
dan SF Marbun. Macam-macam AAUPL tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security);

2. Asas keseimbangan (principle of proportionality);
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4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness); ’

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);

a

Asas tidak menc_ampuradukan kewenangan (principle of non misuse of
competence),
7. Asas permainan yang layak (principle of “fair play);

. Asas keadilan dan kewajaran (principle of reasonable or prohibition od

o0

arbitrariness);
9. Asas keperca&aan dan menanggapi penghérgaan yang wajar (principle of
meeting raised expectation),
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing
the concequences of an annuled decision);
11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (principle of
protecting the personal may of life);
12. Asas kebijaksanaan (sapientia);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of pubic service).
Berikut ini akan ditampilkaﬁ rincian dari masing-masing asas-asas
“umum pemerintahan yang layak tersebut:®
1. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat
hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek _hukum material terkait
erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian

hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu

B 1bid, him. 192
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keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.
Dengan kata lain, asas ini mclighendaki dihormatinya hak yang telah
diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerix_ltah, meskipun
keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun
aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta
bahwa ketctapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada
ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata
yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang
berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki
daripadanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa
' surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin kewajiban apa
yang dibebankan kepadanya. Asas ini berkgitan dengan prinsip dalam
hukum administrasi hegara vaitu asas het vermoeden van rechimatigheid
ataupresumtio justea causa (praduga rechtmatig), yang berarti setiap
‘képutusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap '
benar menurut hukum,l selama belum dibuktikan sebaliknya atau
dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh
hakim administrasi.

. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman

jabatan dan kelalaian atau keapaan seorang pegawai. Asas ini

. . . - . - - .
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kualifikasi pelangaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga
memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring
dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.
Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang
yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria
yang ada.
3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil
tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang
faktanya sama. Meskipun demikian, agaknya sukar ditemukan adanya
kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus, oleh karena itu menurut
Philipus M. Hadjon,?* asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan
kebijaksanaan. Bila perherintah dihadapkan pada tugas b@ yang dalam
rangka itu harus mengambil banyak sekali KTUN, maka pemerintah
memerlukan aturan-aturan atau pedoman-pedoman. Bila pemerintah
sendiri menyusun aturan-aturan (pedoman-pedoman) itu untuk memberi
aturan-aturan kebijaksanaan. Jadi tujuan aturan-aturan kebijaksanaan ialah
menunjukkan perwﬁjudan asas perlakuan yang sama atau asas persamaan
yang berlaku bagi setiap orang.

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan
Asas ini menghendaki agar pemeﬁnﬁh bertindak cermat dalam

melakukan berbagai aktivitas, schingga tidak menimbulkan kerugian bagi

# philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, 1993, him. 271
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warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan
(bestuurshandeling) untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah
harus mempel_'timbangkan secara cermat. dan_ teliti semua faktor dan
keadaan yang berkaitan dengaﬂ mateﬁ keputusan, mendengar dan
mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu
atau yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan dari keputusan
tersebut.

. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan '

Asas ini menghendaki agar setiap keputl;san ‘badan-badan
pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai
dasar keputusan tersebut. Mc;tivasi atau alasan ini harus benar dan jelas,
sehingga pihak administrabele memperoleh pengertian yang cukup jelas
atas keputusan yang ditujukan kepadanya. Asas pemberian alasan ini dapat
dibedakan dalam tiga sub varian berikut ini:

a. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan
b. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh
c. Pemberian alasan harus cukup kuat mendukung

. Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas
legalitas. Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah melakukan

tindakan-tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warga

.
L e A L e tivvrTern tvmarianalriie fdoa hale



30

kewenangan dari segi materiil (bevoegheid ratione smateriale),
kewenangan dari segi wilayah (bevoegheid ratione loci), dan kewenangan
dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis). Seorang pejabat
pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dallam pera@
perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah maupun waktu.
Aspek-aspek wewenang ini tidak- dapat dijalankan melebihi apa yang
sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Artinya asas tidak
mencampuradukan  kewenangan ini menghendaki agar .pejabat
pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain
yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan
wewenang yang melampaui batas.
. Asas Permainan yang Layak (fair playa

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang
seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi
kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-
argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas-ini juga
menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses_-
pen){elésaian sengketa. Adanya instansi banding akan memungkinkan
terealisasinya asas ini, karena warga negara yang tidak puas terhadap
putusan pengadilan tingkat pertama masih diberi kemungkinan untuk
mencari kebenaran dan keadilan, baik melalui instansi pemerintah yang

lebih tinggi atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan
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peradilan yang lebih tinggi. Asas ini penting dalam peradilan administrasi
negara karena terdapat perbedaan kedudukan antara pihak penggugat
dengan tergugat. Pejabat selaku pihak tergugat secara politis memiliki
kedudukan lebih tinggi dibandingkah dengan kedudukan penggugat.
Selaku pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi, tergugat akan lebih
sukar untuk mengaku kekeliruan atau kesalahan yang dilakukannya karena -
hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan harga diri dari pejabat negara
yang bersangkutan.

Seiring -dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum
demokratis, keberadaan asas keterbukaan tidak dapat diabaikan. Asas
keterbukaan ini mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu : pertama, fungsi
partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam
proses' pemerintahan secara mandiri; Xedua, fungsi ‘pertanggungjawaban
umum dan pengawasan keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi -
penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi
lain sebagai alat bag;i warga untuk mengawasi penguasa; ketiga, fungsi
icepastian hukum; keputusan-keputusan penguasa tertentu yang
méﬂyangkut kedudukan hukum para warga ciemi kepentingan kepastian
hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka; keempat, fungsi hak
dasar, keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti

hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak untuk berkumpul
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mendapat kajian serius dalam berbagai literatur hukum administrasi
negara, yang banyak tercantum adalah asas permainan yang layak.
. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat
administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.
Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai; seimbang
dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah
dz;lam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan
ini. Sedangkan asas kewajaran menckankan agar aktivitas pemerintah
memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu
berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.
. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar setiap tinciakan yang dilakukan oleh
pemerintah barus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh
karena itu aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika
suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga ncgaré tidak boleh
ditarik kf;fnbali meskipun tidak mengmﬁmgkan bagi pemerintah. Asas ini
muncul karena dva sebab; pertama, harapz;n-harapan dapat terjadi dengan
perundang-undangan, perundang-undangan semu, dengan garis tetap
keputusan-keputusan yang sampai detik itu tetap sccara konsisten
dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasan-penjelasan yang telah

diberikan oleh penguasa yang bersangicutan, kesanggupan-kesanggupan
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perjanjian yang telah dibuat atau dengan perbuatan-perbuatan faktual
penguasa, dengan membiarkan keadaan ilegal berjalan beberapa waktu;
kedua, syarat disppsisi, atas dasar kepercayaan itu _tidak ditimbulkan pada
dirinya, ia tidak akan berbuat demikian. |
Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya.
Séorang pegawai yang dipecat karena diduga melakukan kejahatan tetapi
setelah dilakukan proses pemeﬁksaan di 'pengadilan, terny-ata pegawai
yang bersangkutan tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus
dikembalikan lagi pada pekerjaan semula. Bahkan tidak hanya sekedar
harus ditempatkan kembali, tetaéi juga harus diberi ganti rugi dan harus
direhabilitasi nama baiknya.
Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas. ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas
kehidupan pribadi setiap pegawai negeri. Contoh mengenai pencrapan asas |
ini terjadi di Belanda, di mana seorang pegawai yang telah berkeluarga
mengadakan hubungan kelamin dengan seorang ;;'ekretaris wanita. Atas

kejadian ini badan pemerintah mengambil tindakan disiplin, akan tetapi

‘kemudian dibatalkan oleh Central for Appeal dengan alasan bahwa

-
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Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya diberi kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus
terpadu pada peraturan perundang-undangan formal. Karena peraturan
perundang-undangan formal atau hukum tertulis selalu membawa cacat
bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua
pérsoalan "serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan
masyarakat bergerak dengan cepat. Kﬁena itu pemerintah bukan saja
dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga memperhitungkan akibat-akibat _
yang muncul dari tindakannya tersebut.
Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan

‘tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan

yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini
merupakan konsekuensi dianutnya. konsepsi negara hukum modemn
(welfare state), yang menempatkan. pemerintah selaku pibak yang -
Eeﬁéﬁggung jawab untuk mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan
umum) warga negaranya. Pada dasarnya pemerintah dalam menjalankan
berbagai kegiatan l:larus~ berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku (asas legalitas), akan tetapi karena ada kelemahan dan
kekurangan asas legalitas seperti terscbut di atas, pemerintah dapat

bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan
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a Memelihara kepentingan umum yang Khusus mengenai kepentingan
negara

b. Memelihata kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari
warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri

. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat
dilakukan oleh para warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara

d. Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan yang tidak
seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara 's.endiri' dalam
bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelibhara seluruh
kepentingan perseorangan tersebut.

e. Memelihara ketertiban, keamanan dan kemakmuran setempat.

C. Penyelenggaraan Negara di Bidang Pelayanan Publik

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali
dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi
pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta’ pclayanan publik. Keempat.
istilah tersebut dipakai sebagai tefjemahan dari public service. Hal ini dapat
dilihat dalam dokumenidbkumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. '

Administrasi pemerintahan memang disejajarkan, dipakai secara silih
berganti dan ‘dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perjjinan, yang
merupakan terjemahan dari administrative service. Sedangkan pelayanan

umum, lebih sesuai jika dipakai untuk menerjemahkan konsep public service.
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Istilah pelayanan umum ini dapat disejajarkan atau dipadankan dengan istilah
pelayanan publik.?

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun
1993 yang kemudian  disempumakan dengan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan
pelayanan umum sebagai:

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah

di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau Jjasa, baik

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).

Mengikuti deﬁnisi tersebut di atas, pelayanah publik atau pelayanan
umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik dan pada prinsipnya menj_acﬂii
tanggungjawab dan dilaksanakan olch Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, daIafn_ rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan pcrundang-uhdangan.

Sedangkan pelayanan ‘administrasi pemerintaban  atau pelayanan
perijinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada
prinsipnya menjadi ‘tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Dacrah, baik dalam rangka upaya pemenuhan

* Raminto dan Atik Septi W, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005, hlm 4.




kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
ﬁerundang—undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau
warkat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi
pemerintahan atau perijinan tersebut mungkin dilakukan sebagai upaya
pemenqhan-‘kebutuh&n masyarakat, misalnya upaya Kantor Pertanahan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan
menerbitkan akta tanah, pelayanan penyediaan. air bersih, pelayanan
transportasi, pelayanan ;;enyediaan listrik dan lain-lain. Pelayanan publik atau
pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan
perijinan juga mungkin diselenggarakan sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan. Misalnya karena adanya ketentuan -peraturan
perundangan bahwa sctiap pengendara harus memiliki Surat [jin Mengemudi,
maka diselenggarakan pelayanan pengadaan SIM.

Sebagaimana telah dijelaskan pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat diartikan ‘sebagai segala bentuk jaﬁa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya ,fnenjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
datam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
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penyediaan barang publik atau jasa publik. Oleh karena itu, di bawah ini akan
dijelaskan pengertian barang publik dan jasa publik.

Barang publik dan jasa publik dapat dipahami dengan menggunakan
taksonomi barang dan jasa yang dikemukakan oleh Howlett dan Ramesh.
Berdasarkan derajat eksklusivitaénya (apakah suatu barang/jasa hanya dapat
dinikmati secara eksklusif oleh satu orang saja) dan derajat keterhabisannya
(apakah suatu barang/jasa habis terkonsumsi atau tidak sctelah teﬁadinya
transaksi ekonomi), Howlett dan Ramesh membedakan adanya empat macam
barang/jasa:*®
_ a. Barang/jasa privat

Ini adalah barang/jasa yang derajat cksklusivitas dan derajat’ ;
keterhabisannya sangat tinggi, seperti misalny_a makanan ataﬁ}asa potong
rambut yaﬁg dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguﬁa, tetapi yang
kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain apabila telah dikonsumsi

* oleh seseorang pengguna.
b. Barang/jasa publik
_ Ini adalah barang/jasa yang derajat eksklusivitas dan derajat
keterhﬁbiSannya sangat rendah, seperti misalnya} i)enerangan jalan atau
keamanan, yang tidak dapat dibatasi penggunaannya, dan tidak habis
meskipun telah dinikmati oleh banyak pengguna.

c. Peralatan publik

Zowlett dan Ramesh, 1995




Peralatan publik ini kadang-kadang disebut juga sebagai
barang/jasa semi publik, yaitu barang/jasa yang tingkat eksklusivitasnya
tinggi, tetapi tingkat keterhabisannya rendah. Contoh barang/jasa semi
publik adalah jembatan atau jalan raya yang tetap masih dapat dipakai oleh

. pengguna lain setelah dipakai oleh seseorang pengguna, tetapi yang
memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pemakai.

d. Barang/jasa milik bersama

Sedangi(an barang/jésa milik bersa}na adalah barang/jasa yang
tingkat eksklusivitasnya rendah, tetapi tingkat keterhabisannya tinggi.
Contoh barang/jasa milik bBSM? adalah ikan di laut yang kuantitasnya
berkurang setelah terjadinya pemakaian, tetapi yang tidak mungkin untuk
dilakukan penarikan biaya secara langsung kepada orang yang
menikmatinya.

Beberapa: pengertian dasar yang dituliskan di dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah
" sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayan_ain yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuﬁan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan

2. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah

3. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan
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Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan
Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan
Usaha Mlhk Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah |

4. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unjt kerja pada Instansi
Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima -
pelayanan publik

5. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansj pemerintah
yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan

6. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah
dan badan hukum

7. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atay sebutan
apapun)} sebagai imbalan jasa atas pemberian pelayanan publik yang
besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ’

8. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam ;
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara .':;tau pemberi
pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat,

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2094 menyatakan bahwa
hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah

sebagai abdi masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan  yang




memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harusymemenuhi

asas-asas pelayanan sebagai berikut:?’

1.

Transparansi

Bersifat ferbuka,. mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

pertindang;undéngan.

. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pe!ayanan :
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Partisipatif

Mendorong peran serta mz_tsyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengﬁn memperhatikan aspirasi, - kebutuhan dan harapan
rhasyarakat.

Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif .dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak.
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Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 membedekan jenis
pelayanan menjadi empat kelompok. Adapun empat kelompok tersebut adalah
sebagai berikut:**

1. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagéi bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya
status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau
penguasaan terfladap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini
antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte
Kelahiran, Akte Kematian,. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat
Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Kelompok pelayénan barang, yaitu pelayanan yang menghasikaﬁ berbagai
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan
telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya

3. Kelompok pelayanan jasa, yaitﬁ belayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk ja§a yang dibutuhkan oleh publik, misalnﬁia pendidikan,

.pemeliharaan. keschatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan
sebagainya.

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan  dan

menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi
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jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan,
penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik. Kesemuanya itu akan dijelaskan di dalam sub bab-sub bab
dibawah ini..
1. Prinsip Pelayanan Publik
Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip
sebagai berikut:
a. Kesederhanaan
Prosedur- pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan
b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
-2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan péiayanan dan penyelesaian ke‘luhan/persoalan} '
sengketa dalaxj:t pelaksanaan pelayanan publik; .
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara p&nbayaran.
¢. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesailgan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.
d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.




Keamanan ’

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum

Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pgjabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pe}ayanan dan penyelesaian
kelﬁﬁﬂpersoalm dalam pelaksanaan pelayanan publik.

. Kelengkapan sarana dan prasarana '

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi

telekomunikasi dan informatika (telematika).

. Kemudahan akses

" Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika.

i. -Ked_isiplina.n, kesopananan dan keramahan

Perqberi pelayanan harus bersikap d_isiplin, sopan dan sap'tun, ramah
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
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2. Standar Pelayanan Publik '

Setiap penyelenggaraan pelayanan 'publik harus memiliki standar

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi

penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati

oleh pembéri dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN

Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang—kuréngnya meliputi :

a.

Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanaﬁ termasuk pengaduan,

Biaya pelayanan

Biaya/tarif pélayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proseé ﬁemberian pelayanan. i

Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan_ diterima ses@i dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana

™ L 1
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Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku
yang dibutuhkan.
| 3. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan
adanya empat pola pelayanan, yaitu :
a. Fungs;ional
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyéelenggara pelayanan, sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
b. Terpusat
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelengara
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
¢. Terpadu
Pola penyelenggaraan, pelayanan publik terpadu' dibedakan menjadi
dua, yaim: -
1) Terpadu satu atap
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu’
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani ;nelalui beberapa pintu.
Terhadap jenis pelayanan yang sudahdekat dengan ma;;yarakat
tidak perlu disatuatapkan.

2) Terpadu satu pintu
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Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan ,pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki

keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

d. Gugus Tugas

Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk tugas
ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian
pelayanan tertentu.

Selain pola pefayanan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut di

atas, instansi yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan

" pola penyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam rangka upaya

menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik.
Pengembangan pola penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud

mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam pedomén ini.

4. Biaya Pelayanan Publik

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 Tahun 2004 diamanatkan agar penetapan besaran biaya

pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.

b.

Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat;

Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa;

Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang
memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan
pengajuan;

Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur
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5. Pelayanan Bagi Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Wanita Hamil dan Balita
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 juga mengatur bahwa
penyelenggara pelayanan wajib mengupayakan tersqdianya sarana dan
prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa
" kemudahan pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil
dan balita.
6. Pelayanan Khusus
Penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu seperti pelayanan
transportasi, kesehatan, dimungkinkan untuk memberikan
penyelenggaraan pelayanan khusus, dengan ketentuan seimbang dengan
biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak bquggntangan dengan peraturan
perundang-undangan, seperti ruang perawatan VIP di rumah sakit, dan
gerbong eksekutif kereta ﬁpi (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun
2004).
7. Biro Jasa Pelayanan
Dalam kaitannya dengan keberadaan biro jasa pelayaném,
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menegaskan bahwa
pengurusan pelay?n;ln publik pada dasarnya dilakukan sendiri oleh
masyarakat. Namun dengan pertimbangan tertentu dan sebagai wujud
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tertentu
dimungkinkan adanya biro jasa untuk membantu penyelenggaraan

pelayanan publik. Status biro jasa tersebut harus jelas, memiliki izin usaha
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pelayanannya harus berkoordinasi dengan penyelenggara pelayanan yang
bersangkutan, terutama dalam haj yang menyangkut persyaratan, tarif jasa
dan  waktu pelayanan, sepanjang  tidak mengganggu  fungsi
penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai contoh, biro jasa perjalanan
angkutan udara, laut dan darat.
. Tingkat Kepuasan Masyarakat
Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh
tingkat kepuasan penerima pelayanan, Kepuasan betieriina pelayanan
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat,
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 mengamanatkan agar séﬁap
penyelenggara pelayanan secara betkala melakukan survej indeks
kepuasan masyarakat.
. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan melalui
beberapa cara sebagai berikut -
a, Pengawaéag melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan
langsung, s.esuai dengan ketentuan peraturan perundapg;undangan
b. Pengawasan fungsional yaity pengawasan yang dilakukan oleh aparat-
pengawasan fungsional sesuai dengan ketentugn peraturan perundgng—
undangan
c. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasazm yang dilakukan oleh

masyarakat, berupa laporan atan pengaduan masyarakat tentang




penyimpangan dan kelemahan dalam penyélenggamanr pelayanan

publik.

10. Penyelesaian Pengaduan

11

- Setiap pimpinan unit penyelengara pelayanan publik’ wajib

masyarakat, pimpinan unijt penyelenggara pelayanan publik perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut -
fa. Prioritas penyelesaian pengaduan;

b. Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan;

c. Prosedurl peqyelcsaian pengaduan;

d.l Rekomendasi penyelesaian pengaduan;

€. Pemantauan dan evaluas; penyelesaian pengaduan; -

f. Pelaporari proses dan hasil penyelesaian pengaduan képada pimpinan;
Z. Pényémpaian hasil penyelesaian pengaduan kepada yangmengadukan;A

h. Dokumentasi penyelesaian pengaduan,

. Peﬁyelesaian_Sengketa

Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit
penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan dan terjadi sengketa,
maka Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 mengatur bahwa

penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum.




51

Dalam kaitannya dengan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik, Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa
pimpinan penyeleriggara pelayanan publik secara berkala mengadakan
evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanar; di lingkungan secara
berkelanjutan. dan hasilnya secara berkala dilaporkan kepada pimpinan
tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik
yang kinerjanya dinilai baik perlu diberikan penghargaan untuk memberikan
" motivasi agar lebih mcningkatkan pelayanan. Sedangk‘an penyelenggara
pelayanan publik yang kinerjanya dinilai belum sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat, perlu terus melakukan upaya peningkatan. Dalam
melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik harus menggunakan indikator
yang jelas dan terukur sesuai ketentuan yang berfaku.

D. Peﬁgertian dan Bentuk Citizens Charter

rCitizens Charter (CC) pertama kali diperkenalkan di Negeri Inggris
pada jamannya Perdana Menteri Margareth Thatcher. Pada awalnya ini adalah
merupakan suatu dokumen yang di 'cialamnya' disebutkan hak-hak dan
ke»w}aj iban-kewajiban yang melekat baik dalam diri providers maupun dalam
‘ ;iiri customers. Kemudian dalam perkembangannya, dalam dokumen tersebut
disebutkan juga sanksi-sanksi apabila salah satu pihak tidak dapat memenubhi
kewajibannya. Kemudian seiring dengan perkembangan konsep dan teori
manajemen strategis, dalam Citizens Charter juga disebutkan visi dan misi
organisasi penyelenggara jasa pelayanan dan juga visi dan misi pelayanan

organisasi tersebut.
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Istilah Citizens Charter sebenarnya sempat atau pernah dinilai salah
kaprah, karena piagam atau kontrak ini (ckarter) sebenamya ditujukan hanya
kepada pengguna jasa atau klien saja (cusfomers atau client), dan bukannya
dit-:ujukan i(epada seluruh warganegara (citizen). Akan tetapi istilah yang salah
kaprah ini justru menjadi sangat populer dan banyak diterapkan di berbagai
negara, terutama di negara-negara persemakmuran, seperti di Malaysia dan
Australia. Rahman misalnya, menulis bahwa di Malaysia program Citizens
Charter telah dikembangkan oleh the Malaysian Administrative -
Modernization and Management Planning Unit (MAMPU), sehingga setiap
instansi Pemerintah wajib membuat Citizens Charter. Di Malaysia charter ini
diartikan sebagai suatu komitmen tertulis yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pelayanan yang ditujukan kepada pengguna ja;a pelayanan
instansi Pemerintah tertentu. Dengan demikian charter ini adalah merupakan
jaminan yang diberikan oleh instansi Pemerintah kepada pengguna jasanya
bahwa pelayanan yang dikelolanya memiliki standar yang sesuai dengan
. harapan dari para pengguna jasa. Apabila standar ini tidak dapat- dipenubi,
mgka masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dapat mempergunakan
Citizens Ckartér yang teiah dirumuskan seba_gai alat untuk memprotes atau
menuntut instansi Pemerintah yang gagal memenuhi standar pelayanan
sebagaimana dituliskan dalam Citizens Charter. |

Mungkin menyadari bahwa Citizens Charter adalah istilah yang salah
kaprah atau kurang tepat, di tahun 1999 Pemerintah Inggris dari Partai Buruh

mengganti program Citizens Charter menjadi program Service First. Akan

P T R T o A O S ' S M P ¢ D . W . 7 U N (S S SN S



. - 53

Administration and Development Making the State Work;, kembali
menegaskan bahwa pelayanan publik seharusnya tidak hanya berfokus kepada
kepentingan pelanggan atau pengguna jasa (cusfomer atau client) tetapi harus
berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau warganegara (citizen).

Pada saat ini Citizens Charter sering juga discbut sebagai customers
charter, clients charter atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
menjadi kontrak layanan atau piagam pelayanan.

Citizens Charter merupakan salah satu bentuk komitmen dan
penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki atau menjamin kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan citizens charter bukan
dimaksudkan hanya sekedar menjadi hiasan dinding di kantor pelayanan
publik, melainkan lebih sebagai bentuk komitmen nyata dari aparat
pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan |
dalam citizens charter terkandung pada bentuk etika pelayanan bagi
terwujudnya jaminan pelayanan yang berkualitas.

Citizens charter merupakan pendekatan dalam —p’enyelenggaraan
pelayanan pubhk yang menempatkan pengguna layanan sebaga1 pusat
layanan Artinya kebutuhan dan kepentmgan pengguna layanan harus menjadi
pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan
publik yang berlaku dewasa ini yang menempatkan kepentingan pemerintah

dan penyedia layanan sebagai acuan utama dalam memberikan layanan.?

2 Tim Pelembagaan CC, Citizens Charter, Ketjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
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Oleh karena itu citizens charter memberi solusi dan mendorong
penyedia layanan untuk bersama-sama dengan pengguna layanan dari pihak-
pihak yang berkepentingan (stakeholders) lainnya untuk menyepakati jenis,
prosedur, waktu, biaya serta cara dan mekanisme pelayanan. Kesepakatan
tersebut harus mempertimbangkan hak dan kewajiban antara penyedia layanan
(pemerintah), pengguna layanan (masyarakat) serta stakeholder. Hasil
kesepakatan ini nantinya akan menjadi dasar praktik penyelenggaraan
. pelayanan publik.

Pendekatan citizens charter muncul karena dilatarbelakangi masih
lemahnya posisi masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah.
Citizens charter menawarkan adanya suatu kesepakatan antara pihak penyedia
dan pengguna layanan untuk saling memahami hak dan kewajiban mﬁsing—
masing, sehingga tidak terjadi saling memaksakan kehendak diantara kedua
belah pihak, sehingga citizens charter yang dirumuskan atas dasar
kesepakatan bersaina antara penyedia dan pengguna layanan, serta stakeholder
lainnya akan dapat menjadi alat kontrol bagi semua pihak untuk memantau
proses penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itulah citizens charter akan
memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan
cara layanan serta memberi solusi manajemen pelayanan dalam memperbaiki

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan sekaligus membantu



manajemen pelayanan dalam mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan
aspirasi pengguna layanan.3°
E. Pengaturan Citizens Charter Dalam Peraturan Perundang—Undangan
di Daerah/Kota
’ Penerapan citizens charter dalam proses pemberian layanan publik
akan mendorong birokrasi untuk melakukan perubahan pola berpikir dan
kultur pelayanan yang diskriminatif, Dengan menciptakan kultur pelayanan,
maka berbagai praktik pelayanan yang merugikan pengguna layanan, sepertl
kolusi, korupsi, uang suap dan sebagainya akan dapat di kurangi, Aparatur
birokrasi juga akan didorong untuk profesional, mampu mengembangkan
nilai-nilai partisipatif dalam penyelenggaraan pelayang_i;b publik rnelalﬁi
pelembagaan  survej pelanggan,  serta mempetkuat  akuntabilitas
penyelenggaran pelayanan kepada warga pengguna layanan. Arogansi
birokrasi secara sistematis akan berkurang karena pejabat birokrasi akan
menempatkan diri sebagai pemberi layanan, bukannya seorang penguasa.
Kinerja pelayanan akan jauh lebih akuntabel karena forum multistakeholders
akan turut mengawasi kinerja birokrasi, sekahgus menjadi mitra birokrasi bag1
perbaikan kualitas pelayanan.
Selanjutnya penje_iasan peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Administra{si kependudukan, secara
umum dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan dj daerah serta untuk meningkatkan pelayanan,

penataan dan penertiban kepada masyarakat Kota Yogyakarta di bidang

30 Ayodya, Majalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Edisi IV, Tahun 2003, kim. 2
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pendaftaran penduduk dan catatan sipil, perlu dilakukan upaya-upaya
penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami
oleh penduduk WNI dan orang asing. Setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilaku_kan
pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan pefaturan yang
berlaku.dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan,
maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui system
administrasi kependudukan dengan menggunakan tehnologi informasi dan
komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan
kependudukan. System informasi administrasi kependudukan (SIAK)
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dapat memberikan pelayanan
administrasi kepada masyarakat secara -optimal, sehingga pcrlindungqq ‘
terhadap peristiwz-i kependudukan dan peristiwa pénﬁng yang dialami. oleh
pénduduk tanpa adanya-'perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian
hukum. Pelayanan administrasi kependudukan melibatkan p'eran serta
masyarakat terutama ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen
kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang
asing yang berada di wilayahnya. Dengan berlakunya peraturan daerah ini,

Aiharankan nenvelenooaraan nendaftaran nenduduk dan pencatatan sipil di
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daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan,
pengawasan dan pengendélian dari pemerintah daerah.

Perda Nomor 10 Tahun 2008, pasal 17; dinas kependudukan dan
pencatatan sipil mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintah
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dianut dalam
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Secara
eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk
mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kescjahteraan masyarakat.
~ Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daérah yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, pemerintah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan
sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju
pembangunan daerah. maka dengan didasarkan pada:

1. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang

pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok dinas daerah.

2. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang

penyelenggaraan ac-lministrasi kependudukan.

3. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang

retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik
dengan didukung hasil kontrak pelayanan (Citizens Charter) berupaya
menerapkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) dengan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berpihak pada kebutuhan dan

q L. I . . LN . D 1. . [ - .
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utama birokrasi pemerintah. Otonomi daerah yang merupakan landasan
penting bagi pem:ngkatan kualitas pelayanan publik perlu diimbangi dengan
adanya komitmen politik dan inovasi pelayanan yang dilakukan olgh
pémcrintah daerah. tuntutan pada penerapan tata pemerintah yang baik tgood
governance) dalam pqlayanftn publik juga telah menjadi suatu kebutuhan
mendesak bagi birokrasi pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah tanpa di
barengi dengan penerﬁpan tata pemerintah yang baik akan mempersulit
profesionalisme birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada maSyarakat.
Oleh sebab itu pemerintah Kota Yogyakarta menyadari .sepenuhnya bahwa
perbaikan kinerja birokrasi pemerintah guna menghasilkan sosok birokrasi
yang lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan adalah suatu keharusan.
Adapun bentuk Citizens Charter dalam pelayanan publik di Kota Yogyakarta
meiiputi’:

1. Pelayanah akta kelahiran .

2. Pelayanan kartu keluarga (KK)

3. Pelayanan kartu penduduk (KTP)

Berikut Beberapa komponen dasar dalam Citizens Charter dlperlukan
sebagai panduan bagl penyusunan sistem pelayanan yang benar-benar dapat
menja@n hak-hak masyarakat pengguna jasa. Adapun komponen atau unsur-
unsur dasar dalam Citizens Cha‘rter setidaknya mencakup beberapa hal di
bawah ini: *'

- 1. Visi Pelayanan

3! Bambang Wicaksono, Unsur-Unsur Dasar Penyusunan Citizens Charter Makalah Workshop
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Visi menunjukkan pada sejauhmana organsiasi pelayanan publik
dalam memberikan pelayanan kepada lﬁasyarakat telah merujuk pada
prinsip-prinsip kepastian pelayanan. Visi pelayanan tidak hanya dipahami
sebagai bentuk slogan atau motto pelayanan semata, melainkan harus lebih
diaknlalisaéikan ke dalam tindakan konkret pelayanan. Visi harus menjadi
bagian dan “jiwa pelayanan” yang nantinya akan tercermin ke dalam
budaya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Di sini terdapat pérb'edaén sangat mendasar antara visi sebagai
ko.mitmen pelayanan, dan visi yang hanya scbagai slogan pelayanan.
Apabila suatu organisasi penyelenggara layanan telah menganggap
memiliki visi pelayanan, tetapi tidak pemah diwujudkan ke dalam
tindal%an konkret pelayanan, maka hgl tersebut belum dapat disebut
sebagai sebuah visi pelayanan. Dalam Citizens Charter peran visi adalah
untuk menunjukkan kepada masyarakat pengguna layanan teﬁtang kuatnya
tekad penyelenggara layanan (providers) untuk memberikan pelayanan
yang sesuai deﬁgan visi pelayanan, mi.sain)‘ra diwujudkan dalam bentuk
pemberian standar pelayanan yang sesuai deﬂgan visi secara konsisten dan
konsekuen. Contoh perumusa;'l visi pelayanan dalam Citizens Charter ini
sebagai berikut:

“Kami memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang

terbaik dengan penuh dedikasi, profesional, adil, transparan, penuh
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pengguna maupun penyedia layanan serta menjaga integritas moral
' dan etika profesi™.
Visi pelayanan dengan demikian merupakan suatu janji dari
-penyelenggaraan layanan kepada masyarakat penéguna layanan untuk
memberikan pelayanan terbaik (best services) atas dasar prinsip-prinsip
kepastian dan jaminan kualitas layanan (quality assurance) yang dilakukan
secara sungguh-sungguh, serta senantiasa merumuskan langkah-langkah
"bagi perbaikan pelayanan di masa mendatang.* | '
2. Standar Pelayanan
Standar pelayanan berisi penjelasan tentang apa, mengapa dan
bagaimana usaha yang diperlukan untuk perl.Jaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Stanci:cn' pelayanan merupakan norma-norma
pelajanan yang akan diterima oleh masyarakat pengguna jasa. Standar
pelayanal‘i yang diberikan meliputi standar perlakuan terhadap masyarakat,
standar kualitas produk layanan yang akan diperoleh masyarakat, serta
standar informasi layanan yang dapat diakses oleh mgsya:akat pengguna
' jasa.
| 'a. Standar perlakuan pelayanan. Standar perlakuan terl}adap masyarakat
berisi norma atau bentuk-bentuk perlakuan yang akan diterima oleh
anggota masyarakat pada saat anggota masyarakat tersebut melakukan

kontak pertama dengan lembaga penyelenggaraan layanan.

* Ibid,hlm.6




b. Masyarakat akan memperoleh adanya jaminan menyangkut bentuk
‘ perlakuan dari pihak penyelenggara layanan dengan standar perlakuan
secara penuh dengan kesopanan, keramahan, penuh pengertian atau
gmpati, respek, penuh persahabatan dan sebagainya. Jaminan sikﬁp dan
bentuk perlakuan kepada masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat
ket_ika -berurusan dengan suatu lembaga pelayanan benar-benar
diperlakukan secara manusiawi, serta mempunyai hak yang sama
dengan anggota mz;.syarakat yang lainnya.
¢. Standar kualitas produk. Standar kualitas produk suatu layanan adalah
hasil (outpuf) pelayanan yang akan. diterima- oleh masyarakat yang
dilakukan dengan mempergunakan  standar kompetensi atau
profesionalisme yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara
layanan, Dalam hal ini, standar produk layanan yang berkualitas akan
difokuskan pada persoalan yang menyangkut :

1) Prosedural pelayanan. Secara garis besar prosedur pelayanan berisi
uraian tentang tahap-tahap pelayénan yang harus dijalani oleh
masyarakat dan berkas-berkas persyaratan administratif yang
dipergunakar_l agar permohonan pelayanan dapat segera diproses.
Pemberlakuan sistem prosedur pelayanan ini hendaknya disusun
secara jeélas schingga dapat mudah dipahami dan dipenuhi oleh
masyarakat yang hendak mengurus suatu pelayanan. Prosedur
pelayanan juga harus menganut asas kepastian, artinya bahwa

prosedur yang diberlakukan akan dipergunakan atau diterapkan




2)

3)

untuk semua orang yang akan mengurus pelayanan, -tanpa ada
pembedaan atas dasar status sosiai, ekonomi, etnik, afiliasi politik
dan sebagainya.

Biaya pelayanan.‘ Biaya pelayanan menjelaskan tentang standar
biay‘a yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh
suatu produk pelayanan. Standar biaya pelayanan yang dimaksud
adalah biaya pelayanan yang bersifat tetap (fixed), artinya adanya
jaminan kepastian 'bah\'ava'masyarakat hanya akan mengeluarkan
biaya scbesar yang tercantum dalam ketentuan yang resmi berlaku,
tanpa adanya biaya tambahan dalam bentuk dan alasan apapun |

yang dipungut oleh petugas pelayanan. Biaya pelayanan yang

"sudah pasti akan ‘membuat pelayanan menjadi dapat dapat

diperkirakan biayanya oleh masy}aral;at, sehingga masyarakat akan
terhindar dari adanya praktek-praktek eksploitasi, seperti adanya
punguta:i liar. Permintaan sumbangan atau uwang ucapan terima
l-ca’sih.dan sebagainya.

Waktu pelayanan. Waktu peiayanan menjelaskan tentang standar
waktu penyelesaian suatu 'urusan yang berkaitan dengqn pemberian
pelayanan kepada masyarakat. Standar waktu pelayanan harus
dapat memberikan jaminan adanya ketepatan penyelesaian
pelayanan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh

pihak pemberi layanan. Jaminan ketepatan waktu pelayanan juga
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waktu penyelesaian yang dibutubkan untuk seluruh proses
pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat diperkirakan oleh
masyarakat. Jaminan kepastian untuk penyelesaian urusan akan
mendorong pihak pemberi layanan untuk bekerja dengan etos kerja
yang tinggi sehingga target penyelesaian urusan dapat tercapai.
Sedangkan bagi masyarakat, kepastian waktu ini akan lebih
memberikan kepastian waktu yang dibutuhkan, sehingga
diharapkaﬁ akan mendorong ‘masyarakat untuk tidak
menguntungkan jasa “calo” dalam setiap kali berurusan dengan
lembaga pelayanan.

d. Informasi pelayanan. Bagian ini menjelaskan tentang berbaga;i jenis
informasi yang dapat diakses atau diperoleh oleh masyarakat berkaitan
dengan penyelenggaraan layanan. Pada dasarnya, masyarakat berhak
untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan
proses pelayanan yang akan dilakukan. Pihak pemberi layanan pada
dasarnya tidak boleh menyembunyikan ‘siatu  informasi kepada
masyarakat yang beri(aitan dengan proses pelayanan yang akan
dilakukan. Hal ini semata'l-r-nata untuk menerapkan prinsip tx‘ansparans;i
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di beberapa negara yang telah menganut model pelayanan modern
dengan mempergunakan basis IT (Information Technology), seperti

internet, pada unit/bagian informasi akan ditempatkan pegawai profesional
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akurat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat, pihak pemberi
pelayanan tetap harus menghormati dan menghargai hak-hak dari
masyarakat untuk memberikan pendapat, saran, atau kritik yang berkaitan
dengan perbaikan pelayanan di masa-masa mendatang. Berbagai bentuk
- kritik dari masyarakat tidak boleh dipandang secara negatif atau berburuk
sangka, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari proses pcmberiim
‘umpan balik untuk kepentlingan proses perbaikan layanan. Berbagai
masukan atau kritikan dari masyarakat hendaknya secara sungguh-
sungguh dijhdikan'bahan evaluasi bagi perbaikan sistem pelayanan dimasa
mendatang. Dengan demikian, berbagai saran, kritik, atau masukan dari
masyarakat tidak akan terbuang percuma, melainkan akan ditindaklanjuti
oleh pihak pemberi pelayanan dalam bentuk perbaikan kualitas Iayanan'
* atan sangat dimungkinkan sebagai babhan dalam penyusunan kegiatan
survei pengguna jasa.

. Alur Pelayanan

Alur pelayanan merupaka_ﬁ bagian. yang berisi pem;bcljian
_ penjelasan tentang unit-unit atau bagian-bagian yang harus dilalui oleh
masyarakat apabila hendak mengurus pelayanan. Alur pelayanan di
samping menjelaskan langkah-langkah prosedural pelayanan secara rinci,
juga menjelaskan berbagai fungsi dan tugas unit-unit atau bagian-bagian

dalam kantor pelayanan kepada masyarakat. Melalui penjelasan yang akan

=y ¢t ot v~ g o " A Lodrrls Iracalalhene s s ews e



65

yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu atau membuyang waktu
percuma di kantor pelayanan. Bagan yang menjelaskan alur pelayanan
hendaknya dapat ditempatkan secara strategis sehingga mudah dilihat oleh
masyarakat di samping dalam bagian alur pelayanan perlu dides:;lin secara
menarik dan dengan bahasa atau gambar yang dapat memudahkan
peémahaman bagi masyarakat.

Dalam bagan alur pelayanan dengan d;amikian menjelaskan tentang
profil dari masing—masi'r;g unit pelayanan, termasuk didalamnya adanya
penjelasan tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses
pelayanan di suatu unit pelayanan, serta biaya yang harus dikeluarkan
masyarakat apabila memang pada suatu unit/bagian pelayanan, diharuskan
mengeluarkan sejumlah vang.

. Sistem Perbaikan Kesalahan Pelayanan

Sistem perbaikan kesalahan p.elayanan (SPKP) menjelaskan
tentang berbagai bentuk tindakan yang akan dilakukan oleh pihak pemberi
p’elaf/ah;an sebagai akibat dari terjadinya kesalahan selama proses
pemberian pelayanan berlangsung. Pada bagian ini, masyarakat diberikan
penjelasan secara lengkap tenfang apa dan bagaimana prosedur perbaikan
yang akan dilakukan oleh petugas apabila terjadi keluhan dan masyarakat
atas pemberian pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang
telah ditentukan atau mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam SPi(P juga menjelaskan tentang kriteria dari produk
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pelayanan yang mengakibatkan masyarakat ada pada pihak yang
dirugikan. Kriteria kesalahan produk pelayanan juga dapat lebih dirinci ke
dalam tipe-tipe kesalahan yang bersifat administratif maupun yang’bersifat
substantif.

Pertama, kesalahan administratif adalah kesalahan yang
mengakibatkan produk pelayanan cacat secara prosedural administratif .
seperti misalnya kesalahan dalam memasukkan informasi atau dal;a,
schingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penulisan data dalam
dokumen pelayanan, keku}angan persyaratan dokumen yang diperlukan
dan sebagainya.

Kedua, kesalahan substangif adalah kesalahan yang diakibatkan
karena adanya penyimpangan atau penya.lahgungan kewenangan dari
petugas (mal ada;ninistrasi), sechingga mengakibatkan kerugian Szang besar
bagi masyarakat, seperti misalnya terjadinya pemefasan, pungutan liar,
petugas mempersulit urusan, petugas mengulur-ulur waktu, sikap petugas
yang -menyepelekan, mengabéikan atau sikap-sikap lain yang dapat
menymggung harga diri dan perasaan klien dan lain-lain. |

Dalam SPKP juga diperlukan suatu penjelasan kepada masyarakat
mengenai standar waktu yang diperlukan oleh lembaga pemberi pelayanan
untuk melakukan perbaikan atau penggantian produk pelayanan. Melalui
mekanisme ini, masyarakat akan mengetahui apa langkah-langkah yang

akan dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan untuk memperbaiki
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masalah tersebut. Ketentuan tersebut dapat saja diwujudkan pada
pencantuinan ketentuan bahwa 4 jam semenjak laporan adanya kesalahan
ditgrim_a oleh pihak penyelenggara pelayanan, maka setelah dilakukan
pengecekan  dalam jangka waktu 1 X 24 jam, masyarakat dapat
memperoleh hasil pelayanan yang sesuai dengan standar pélayarian.

_ Biro Pengaduan Masyarakat

Pada bagian ini menjelaskan tentang adanya suatu biro/badan yang
lberﬁmgsi menerima segala bentuk pengaduan dari masyarakat yang
berkaitan dengan pemberian pelayanan. Pada prinsipnira ketentuan dalam
. biro/badan ini adalah bahwa semua bentuk pengaduan dari masyarakat
yang masuk harus direspon dengan baik, sehingga menjamin adanya
keseriusan dari pihak lembaga penyelenggara layanan untuk keluhan yang
berasal dari masyarakat. Biro pengaduan ini dibentuk bukan hanya sekedar
menampung keluhan, melainkan difungsikan sebagai salah satu lembaga
yang mempunyai peranan besar dalam mengevaluasi sistem pelayanan
yang ada. Bahkan biro pengaduan ini dapat dilibatkan dalam Kegiatan riset
dan pengembangan sistem pelayanan, 'ter_utamaf dalam penyusunan survei
pelanggan yang akan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Semua bentuk keluhan dari masyarakat akan direspon oleh biro
pengaduan ini, oleh karena itu biro harus mempunyai batas waktu yang
jelas dan tegas, seperti misalnya adanya ketenfuan yang menyatakan
bahwa setiap pengaduan dari masyarakat yang diterima, paling lambat

dalam 5 menit harus telah mendapatkan respon atau jawaban. Selanjutnya

biro pengaduan ini dapat memberikan jawaban secara lengkap melalui




surat resmi kepada masyarakat yang melakukan pengaduan maksimum 14
hari dari-tanggal diterimanya pengaduan.

Apabila dipandang perlu, maka biro pengaduan ini dapat
mengadakan investigasi atas masalah yang dikcluhkan-ke instansi-instansi
pelaanan terkait. Proses investigasi dapat dilakukan dalam waktu paling
dekat dalam waktu paling lambat 30 har dari tanggal diterimanya
pengaduan. Proses investigasi dapat dilakukan secara fair, terbuka dan
. ﬁenuh keadilan sehingga masyérakat mendapat jaminan untt;k memperoleh
pelayanan yang baik. Keanggotaan dalam biro ini harus terdiri dari orang-
orang yang memiliki kompetensi tinggi dalam hgl manajemen pelayanan
publik dan- etika administrasi, sehingga badan/biro ini benar-benar dapat
berfungsi sebagai “wasit” yang adil dalam rangka perbaikan kualitas
pemberian' pelayanan kepada masyarakat mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelidikan atau investigasi dari badan/biro ini sifatnya internal,
artinya 'kewenangannya hanya sebatas pada lingi(up internal organisasi
ipelﬁyanan. ‘Misalnya, pihak P‘emerintah- Daerah dapat membentuk
~ badan/biro ini yang memiliki kewenangan penyelidikan dan pengawasan
di semua instansi pelayanan di bawah Pemerintah Daerah. Tentu saja
kewenangannya tidak akan overlaping dengan pihak PTUN (Pengadilan
Tata Usaha Negara) hanya akan dilakukan apabila pihak pengguna jasa

tidak puas dengan rekomendasi dari badan/biro ini. Proses pengaduan dan
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efisien, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses yang terjadi di
PTUN. |

Biro ini selanjutnya menyusun suatu mekanisme, dan prosedur
pengajuan keluhaﬁ dari masyarakat. Masyarakat perlu dijelaskan tentang
adaﬁya hak untuk melakukan komplain. apabila merasa tidak puas dengan
pélayanan yang diterima. Masyarakat diberikan suatu pemahaman untuk
tidak perlu merasa ragu atau takut apabila dalam proses pemberian
pelayanan menemukan = berbagai  kejanggalan, kesalahan atau
ketidakpuaan. Melalui penumbuhan sikap ini diharapkan akan mampu
menumbuhkan pula budaya pelayanan yang seimbang, artinya pihak
pengguna jasa juga berperan sebagai subyek pelayanan, bukan obyek‘
- pelayanan. Sebagai subyek pelayanan artinya pengguna jasa memiliki hak
untuk menentukan s‘istem pelayanan terbaik bagi pengguna jasa sehingga
prinsip partisipasi, responsivitas dan demokratisasi dalam pemberian
pelayanan publik akan semakin terlihat.

P_enjeiasz;n tentang proses,.tahap atau prosedur pengajuan keluhan
dari masyarakat harus dijelaskan secara lengkap, jelas dan memudahkan.
Prosedur pengajuan keluhan (komplain) hendaknya dijelaskan secara
sistematis dan mudah :dipahami'oleh semua lapisan masyarakat, seperti
misalnya prosedur pengisian form pengaduan dapat dilakukan melalui

fasilitas komputer yang telah tersedia di bagian pengaduan, schingga
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Waktu pengajuan komplain juga perlu diberitahukan kepada
masyarakat secara jelas, sebagai pertimbangan untuk memudahkan teknis
penyelidikan dan menjaga aktualisasi kasus. Misalnya, adanya ketentuan
bahwa pengaduan dapat disampaikan kepada biro pengaduan paling lama
90 hari semenjak waktu kejadian, dengan demikian kadar aktualisasi kasus
tetap terjaga, dokumen masih mudah dicari dan petugas masih dapat
mengingat kasus pelayanan yang dikeluhkan.

Pada bagian ini juga perlu dijelaskan secara léﬁgkap kepada
masyarakat hal-hal yang berkaitan’ dengan pgrsoalan—persoalan apa saja
yang dijadikan obyek komplain, misalnya seperti masalah biaya
pelayanan, waktu penyelesaian urusan, prosedur, persyaratan dokumen,
diskriminasi pelayanan, keadilan dan sebagainya. Dengan demikian
masyarakat akan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dijédikan materi
pengaduan.

. Lembaga Customer Survey

Fungsi pokok lembaga ini adalah sebagai lembaga riset dan- -
‘ pengembangan bagi perbaikan kualitas pemberian pelayanan. Salah satu
kegiatan penting dari lembaga ini adalah melakukan survei pélanggan
yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dile@ya survei
pelanggan oleh lembaga ini adalah untuk mengetahui aspirasi, harapan,
kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh mésyarakat serta lembaga
pemberi pelayanan. Hasil dari kegiatan survei pélanggan ini akan

dipergunakan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan pada
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dikembangkan akan senantiasa sesuai dengan harapan dan, kebutuhan
masyarakat, sekaligus membuat lembaga pemberi pelayanan semakin
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan survei pelanggan di saml;)ing dilakukan untuk tujuan di
atas, juga sangat bermanfaat dalam rangka menjaga hubungan baik antara
pihak penyelenggara pelayanan dengan pihak masyarakat sebagai
pengguna jasa. Dalam arti kata, kegiatan ini akan mampu menjaga tingkat
kepercayaan (frust) dari masyarakat terhadap lembaga penyelenggara
layanan. Sedangkan pada sisi iain, kegiatan survei pelanggan akan mampu
menjaga integritas dan kredibilitas lembaga dan sistem penyelenggaraan
pelayanan untuk semakin bertémggung jawab pada masyarakat.

Secara detail dapat diberikan penjelasan kepada ;rlasyarakat
mengenai apa yang dimaksud dengan survei pelanggan, mengapa pihak
pemberi pelayanan memerlukan melakukan kegiatan survei pelanggan, dan
secara garis besar dijelaskan bagaimana melakukan kegiatan survei
pelanggan ini. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menemukan titik temu
atau kesamaan pandangan antara pihak pemberi pelayanan dengan
masyarakat sebagai pl;sat perhatiannya, ferutama .dalam melihat
kebutuhan, tuntutan dan sistem pelayanan yang akan dikembangkan.
Masyarakat didorong untuk lebih mengenal profil dan budaya lembaga
penyelenggara layanan, sehingga masyarakat akan merasa lebih mengenal

lembaga birokrasi pemerintah dan tidak merasa sungkan, malas atau takut



Kegiatan survei pelanggan akan membawa suatu perubahan besar
pada kultur, sikap; corak dan perilaku pada pejabat pemberi layanan dalam
memandang masyarakat. Pada konteks birokrasi Pemerintah, kegiatan 1m
akan membawa implikasi pada semakin menurunnya arogansi pejabat
birokrasi kepada masyarakat pengguna jasa, lebih ramah dan menghargai
masyarakat. Sebaliknya dari sisi masyarakat, akan semakin meningkatkan
kesadaran dan animo masyarakat untuk mengékses pelayanan yang
diberikan. Masyarakat akan lebih merasakan adanya perubahan sosok
birokrasi pelayanan yang lebih humanis, sehingga tidak akan lagi
pandangan di masyarakat bahwa berurusan denéan birokrasi identik

dengan kerumitan, harus ada koneksi, KKN dan sebagainya.

F. Mel-(anisme Kerja Citizens Charter
Era reformasi ﬁlemunculkan adanya kesadaran dari warga pengguna
akan pentingnya kinerja pelayanan yang tidak diskriminatif dan menghargai
martabat serta pelayanan, baik dalam hal persyaratan, prosedur, kepastian
waktu, maupun 'transparz_msi biaya yang harus dikeluarkan. Adanya tuntutan
semacam 1m karena praktik pemberian pelayanan selama ini dinilai tidak
transparan', kurang responsif terhadap kebutuhan pengguna, serta rendahnya
akuntabilitas pelayanan.
Setiap pegawai baru pemerintah (PNS) sebelum melaksanakan
tﬁgasnya harus mengangkat sumpah pegawai yang berisi kesanggupan untuk

menjadi “abdi negara dan abdi masyarakat”. Apa makna di balik sumpah
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masyarakat® (public servanf), dimana memberikan pelayanan secara baik
kepada warga pengguna adalah menjadi tugas utamanya. Namun, makna dari
kata ‘abdi’ justru menjadi diabaikan atau bahkan tidak dilakukan. Banyak
pejabat birokrasi yang memposisikan dirinya sebagai seorang “Birokrat”,
yang identik dengan pejabat pemerintah, yang di Indonesia kental dengan
nuansa dan nilai-nilai kekuasaan di dalamnya. Kesalahan dalam menanamkan
nilai-nilai birokrat tersosiqlisasi membentuk sebuah sistem yang terus.
berlanjut dengan suatu sistem nilai budayai- yang mewarnai kehi'ddpan
birokrasi tersebut.

Sistem . nilai budaya yang membentuk suvatu paradigma dimana
pejabat birokrasi dipersepsikan sebagai pelaksana. Sedangkan masyarakat
dipersepsikan sebagai sekumpulan orang yang tidak memiliki peran apapun,
kecuali sebagai ‘obyek’ yang harus tunduk pada aturan main yang telah |
ditetapkan oleh pejabat birokrasi. Dalam paradigma seperti ini posisi'aparatur
birokrasi (street-level bureaucracy) akan cenderung tunduk pada kepentingan
pejabat birokrasi, ketimbang pada warga mas.yér‘akat pengguna. Paradigma
ini sangat berpengaruh pa;ia kinerja pelayanan birokrasi, oleh karena itu ﬁerlﬁ
dilakukan perubahan minds:et birokrasi. Birokrasi sebagai penyedia layanan
harus memiliki kesadaran untuk menempatkan warga masyarakat sebagai
‘pengguna layanan’ (customer), bukannya sebagai obyek yang harus tunduk
pada aturan yang dibuat oleh birokrasi.

Masih adanya pandangan sebagian pejabat birokrasi bahwa gaji yang
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melayani dengan baik ataupun tidak, menganggap warga masyarakat sebagai
‘customer’ atau obyek peiayanan, tidak akan berpengaruh pada karir mereka,
harus segera diakhiri. Birokrasi harus dapat dimotivasi untuk meningkatkan
kinerja pélayanan kepada warga pengguna. Hal ini yang mendorong Pusat
Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerjasama dengan Ford
Foundation melakukan kegiatan eksperimentasi pelembagaan model Citizens
Charter (‘Kontrak Pelayanan’) -dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
Indonesia.” Melalui berbagai pertimbangan yang mendasarinya, kemudian
~ kegiatan ini dilakukan di tiga kota dengan mengambil tiga kasus pelayanan
yang berbeda pula, yakni kota Blitar (pelayanan Puskesmas), kota
Yogyakarta (pelayanan akta kelahiran), dan kota Ambarawaf(pela).wanan KTP
dan HO). Ketiga lokasi eksperimentasi Citizens’ Charter fersebut dipilih atas
dasar adanya komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan daecrah,
seperti bupati dan walikota setempat. Lingkungan birokrasi sebagai tempat
kegiatan pelembagaan Citizens’ Charter amat dipengaruhi ol?h budaya
birokrasi yang masih bersifat patrilineal. Oleh karenanya, tanpa adanya
dukungan yang kuat dari pimi)inan birokrasi setempat, kegiatan pelembggaan
ini meénjadi suatu kerﬁscayaaﬁ. |

Cz'tizenfs'*’ Charter adalah suvatu pendekatan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat
perhatian. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus
menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan

pelayanan publik. Untuk mencapai maksud tersebut, Citizens’ Charter
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pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu,
biay.a, serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan
keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna
layanan, serta stakeholder. Kesepakatan inilah yang nantinya menjadi dasar
praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Citizens’ Charter diperlukan karena beberapa hal. Pertama, untuk
memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur, dan
cara pelayanan. Kedua, pémberian informasi mengena{i hak dan kewajiban
pengguna layanan, penyedia layanan, dan stokeholder lainnya dalam
keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan. Ketiga, untuk mempermudah
pengguna layanan, warga dan stakeholder lainnya dalam mengontrol praktik
penyelenggaraan pelayanan. Keempat, untuk mempermudah manajemen
peiayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan. Kelima, untuk
memb‘antu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan
as-pirasi pengguna layanan serta stakeholder lainnya.

. '}‘ujuan pelembagaan Citizens’ Chartér adalah membuat pelayanan
“publik _menjadi lebih responsif, yaitu sesuai antara pelayanan dengan
kebutuhan masyarakat, transparan baik dari segi waktu, biaya; maupun cara
pelayanan, serta akuntabel. Selain itu, dengan adanya Citizens’ Charter,
pengguna pelayanan juga dapat mengakses informasi pelayanan dan
melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan, pela)'ranan serta menghargai
martabat dan kedudukan pengguna layanan sebagai warga yang berdaulat. Di

lain sisi, bagi penyedia layanan, Citizens’ Charter bermanfaat untuk
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Publik. Juga memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa -pelayanan

publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung |

jawab semua termasuk warga dan pengguna layanan.

Adapuﬁ manfaat citizens charter adalah sebagai berikut:

1. Untui( memberikan kepastian' pelayahan yang meliputi waktu, bigya,-
prosedur dari cara pelayanan

2. Untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna
layanan, penyedia layan.an, dan stakeholder lainnya dalam keseluruban
proses penyelenggaraan pelayanan

3. Untuk mempermudah pengguna layanan, warga dan stakeholder lainnya
mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan

4. Untuk mempermudah manajemen pelayanan memperba;iki _ kinerja
penyelenggaraan pelayanan

5. Uﬁtuk membantu manajemen pelajanan mengidentifikasi kebutuhan,
harapan dan aspirasi pengguné Iayénan dan stakeholder lainnya

Manfaat baéi pengguna layanan adatah: o

1. Memberikan jaminan bahwa pelayanan publik akan menjadi lebih
responsif transparan dan akuntabel '

2. Memberikan kemudahan untuk mengakses info_rmasi pelayanan dan
melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan

3. Menghargai martabat dan kedudukan penéguna layanan sebagai warga

yang berdaulat.




Manfaat bagi penyedia layanan adalah: ’
1. Memudahkz'm dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan
7. Membantu memahami kebutuhan dan aspirasi warga, serta stakeholders
mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik bukan
hanya ténggung jawab‘pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua,
_ termasuk warga dan pengguna layanan.

Berikat disajikan mekanisme'kerja citizenscharter dalam pelayanan

publik di Kota Yogyakarta
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